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PLN Butuh
Investasi
Rp 72 Triliun

B INTAN PRATIWI

JAKARTA — PT PLN (Persero) membutuhkan
investasi sekitar Rp 72 triliun per tahun hingga
2030 dalam mendukung proyek ketenagalistrik-
an. Anggaran tersebut masuk dalam Rencana Usa-
ha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

“Berdasarkan RUPTL 2021-2030, PLN akan
melakukan penambahan investasi sekitar Rp 72
triliun per tahun,” kata Vice President of Financial
Institution and Market Research PLN Maya Rani
Puspita di Jakarta, Kamis (21/6).

Maya mengatakan, karena adanya kebutuhan
investasi vang sangat besar, sedangkan dana inter-
nal terbatas, PLN memerlukan dukungan penda-
naan yang bersumber dari eksternal. Dukungan
pendanaan dari eksternal tersebut baik dalam
bentuk penyertaan modal negara (PMN) oleh pe-
merintah maupun melalui pinjaman.

Beberapa opsi skema pinjaman pendanaan
vang telah dilakukan PLN selama ini antara lain
adalah berupa two-step loans atau penerusan
pinjaman dari pemerintah. Maya menjelaskan,
two-step loans merupakan suatu skema penda-
naan dengan pinjaman dilakukan secara govern-
ment to government (G to G) yang selanjutnya
akan diteruspinjamkan oleh pemerintah ke PLN.

Selain itu, PLN juga memiliki pinjaman de-
ngan skema direct lending dari dalam dan luar
negeri, baik dengan jaminan pemerintah maupun
tanpa jaminan pemerintah. Tak hanya itu, pin-
Jjaman-pinjaman yang dilakukan PLN pun turut
melalui penerbitan surat utang dalam bentuk
obligasi baik dalam negeri maupun global bond.

“PLN mengeksplor opsi pendanaan. seperti
global bond yang kami terbitkan pada 2017 mau-
pun opsi penerbitan lain yang sekiranya mem-
berikan benefit secara maksimal bagi PLN.” kata
Maya.

Menurut Maya, masifnya nilai investasi ini
menuntut PLN untuk terus mengeksplor berbagai
skema pendanaan sehingga perseroan terus men-
dapatkan pinjaman dengan pricing vang sangat
kompetitif.

Terlebih, bank dalam negeri memiliki kapasi-
tas yang terbatas untuk memberikan pembiavaan
mengingat harus tunduk terhadap ketentuan batas
maksimum penyediaan kredit. “Penyaluran kredit
ke PLN sendiri saat ini space-nya sudah sangat ter-
batas sehingga mau tidak mau kami harus meng-
eksplor pendanaan dari luar negeri,” kata Maya.

Terkait investasi. sebelumnya PLN resmi
mendapatkan persetujuan suntikan dana PMN
senilai Rp 10 triliun pada 2023 dari Komisi V1
DPR RI. Kucuran dana PMN tersebut salah satu-
nya akan digunakan PLN untuk membangun
infrastruktur ketenagalistrikan di daerah-daerah
tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo
bersyukur pengajuan PMN untuk mendanai pro-
vek infrastruktur kelistrikan disetujui Komisi VI
DPR RI. “Alhamdulillah paparan filosofis-ideo-
logis vang kami sampaikan sebelumnya dapat
diterima oleh fraksi-fraksi di Komisi VI DPR RL."
kata Darmawan.

Darmawan menjelaskan, pendanaan pemba-
ngunan infrastruktur kelistrikan merupakan ke-
hadiran negara dalam mewujudkan keadilan so-
sial dan kemandirian energi. Ada 4.700 desa yang,
masih belum mendapatkan akses listrik PLN, 293
desa belum menikmati listrik sama sekali. dan si-
sanva menikmati secara mandiri.

PMN ini akan didistribusikan untuk sejumlah
provek, yakni mengoptimalkan pasokan listrik di
Jawa-Madura-Bali melalui pembangunan infra-
struktur dengan anggaran mencapai Rp 2 triliun.
Selain itu, sebanyak Rp 4,5 triliun akan dialoka-
sikan PLN untuk membangun transmisi yang
menghubungkan pembangkit listrik tenaga air
(PLTA) ke daerah terpencil di wilayah Kaliman-
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